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PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA

DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur, serta

meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan

pertemuan/rapat di luar kantor dan tata cara pengawasan

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar

kantor, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar

Operasional Prosedur Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
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Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di

Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan

Efektifitas Kerja Aparat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 492);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS

DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA

DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.
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Pasal 1

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata

Kelola dan Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka

peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, merupakan acuan

bagi seluruh pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Tata

Kelola dan Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar

Operasional Prosedur Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 759), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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